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BAB V 

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI 

 
Berdasarkan hasil analisis fakta kasus beserta bahan-bahan hukum yang 

ada, maka bisa disimpulkan bahwa sampai saat ini belum ada peraturan yang 

mengatur secara khusus mengenai wisata ruang angkasa. Peraturan-peraturan yang 

digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalah hukum merupakan inti sari dari 

berbagai konvensi serta peraturan nasional yang dianggap paling tepat dalam 

menjawab permasalahan hukum dalam legal memorandum ini. Berkaitan dengan 

kegiatan komersil ruang angkasa yang dilakukan perusahaan swasta di suatu 

negara, berdasarkan Commercial Space Launch Act (CSL Act) 1984 bahwa 

perusahaan swasta tersebut bisa melakukan kegiatan komersil ruang angkasa tetapi 

harus tunduk pada hukum yang nasional Amerika Serikat sesuai dengan tempat di 

mana perusahaan swasta tersebut didirikan. CSL Act juga mengatur apabila 

perusahaan swasta tersebut tunduk kepada hukum asing tetapi sebagian besar 

saham dikuasai oleh warga negara Amerika Serikat maka perusahaan swasta 

tersebut harus tunduk pada hukum Amerika Serikat.  

Kegiatan wisata ruang angkasa yang dilaksanakan oleh SpaceX dengan 

didukung oleh pemerintah Amerika Serikat haruslah tunduk pada hukum Amerika 

Serikat, oleh karena itu perusahaan bertanggung jawab atas keselamatan para awak 

pesawat dikarenakan ada hubungan yang terbentuk antara pelaku usaha dengan 

awak pesawat seperti halnya transportasi udara yang bertanggung jawab terhadap 

keselamatan penumpang maupun barang penumpang melalui perjanjian timbal 
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balik yang dibuat sebelum dilakukan penerbangan. Bentuk tanggung jawab yang 

diberikan oleh perusahan sebagai launching authority adalah pemberian bantuan 

kepada awak pesawat di ruang angkasa dengan menyiapkan penerbangan 

keselamatan darurat seperti yang pernah dilakukan oleh NASA yaitu misi 

penyelamatan skylab yang menerbangkan 2 (dua) orang astronot untuk 

mengembalikan 5 (lima) orang astronot ke bumi maupun bisa menciptakan pesawat 

ruang angkasa yang memiliki sistem penyelamatan darurat seperti launch escape, 

dengan berkembangnya teknologi SpaceX juga telah mengembangkan teknologi 

penyelamatan darurat pada setiap pesawat ruang angkasa yang diluncurkannya. 

 Ketentuan lain yang diberikan SpaceX berdasarkan NASA Act. 1958 adalah 

Waiver yaitu suatu ketentuan yang menegaskan saling melepaskan tanggung jawab 

antara pihak operator dengan pihak users, saling melepaskan tanggung jawab ini 

dimaksudkan agar tidak jadi saling menuntut antara pihak operator dengan pihak 

users bila terjadi kerugian di antara keduanya dalam peluncuran pesawat ruang 

angkasa. Ketentuan Waiver ini mengharuskan baik pihak users maupun operator 

menanggung resiko masing-masing dengan menutup polis asuransi. ketentuan 

tentang Waiver tidak dapat diterapkan terhadap kasus kerugian yang diderita oleh 

pihak ketiga yang tidak turut serta dalam peluncuran tersebut. Berdasarkan pasal 4 

dan pasal 5 Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and 

the Return of Object Launched into Outer Space 1968 bahwa negara-negara lain 

yang tunduk pada konvensi ini juga memiliki tanggung jawab untuk membantu 

perusahaan yang merupakan launching authority dalam memberikan informasi 

yang mereka ketahui mengenai kecelakan pesawat ruang angkasa dan memberikan 
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pertolongan kepada astronot apabila pesawat ruang angkasa jatuh diwilayah negara 

mereka.  

Kegiatan wisata ruang angkasa merupakan fenomena baru yang harus 

diperhatikan secara khusus maka dari pada itu diharapkan agar dibuat hukum 

tertulis khusus membahas mengenai kegiatan wisata ruang angkasa oleh 

perusahaan swasta. Perusahaan swasta (operator) juga harus menulis perjanjian 

dengan space flight participant (user) yang didalamnya memuat secara detail 

bagaimana upaya pencegahan dan operasi penyelamatan darurat yang akan 

dilakukan oleh operator apabila terjadi keadaan darurat ruang angkasa pada 

kegiatan wisata ruang angkasa tersebut sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan 

swasta terhadap user yang telah menggunakan jasa mereka.      
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